

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Sebelumnya

Demi mengetahui dan memahami terkait dengan efektivitas kebijakan satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagan kaki lima di Kabupaten Cirebon, peneliti mengumpulkan Sumber–Sumber terkait yang dapat dijadikan referensi. Adapun berikut beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan efektivitas kebijakan:
1. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta

Penelitian ini dibuat oleh Agata Ika Febrilianawati (2010) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Adapun hasil kesimpulan penelitiannya sebagai berikut:
1. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara oleh Pemerintah Kota Surakarta ke Pasar Panggungrejo di belakang Kantor Kecamatan Jebres dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi PKL. Dimana tujuan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara serta menciptakan kawasan asri sehubungan dibangunnya Solo Techno Park. Hal itu nampak pada terlaksananya dengan cukup baik program Pembinaan, Penataan dan Penertiban PKL yang berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1995 tentang penataan Pedagang Kaki Lima, dimana program tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan atau tahapan yaitu tahap Sosialisasi Kebijakan, Penertiban, Penataan dan Pembinaan. Dimana dalam	tahap
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sosialisasi, beberapa PKL akhirnya memahami terhadap program kebijakan relokasi; dalam tahap penertiban memberikan hasil yang cukup memuaskan, hal ini nampak dari kerelaan PKL Kawasan Jalan Ki Hajar Dewantara untuk direlokasi ke belakang Kantor Kecamatan Jebres dengan tertib; dalam tahap penataan juga berjalan lancar meskipun ada beberapa hambatan antara lain tempatnya kurang strategis dan di tempat yang baru saluran resapan air tidak baik, sehingga menyebabkan banjir; sedangkan dalam tahap pembinaan, kegiatan pembinaan sudah mampu menyadarkan PKL untuk mematuhi aturan yang berlaku. Akan tetapi bantuan pinjaman lunak belum ada karena belum terbentuk koperasi.
Hasil dari kebijakan relokasi tersebut dikatakan efektif apabila dilihat dari indikator hasil yaitu pencapaian tujuan. Hal itu karena berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di sekitar Jalan Ki Hajar Dewantara dan menciptakan pula kawasan asri terkait dengan pembangunan Solo Techno Park.
Akan tetapi jika dilihat dari indikator hasil yang lainnya, seperti efesiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka hasil dari kebijakan relokasi tersebut dapat dikatakan belum efektif. Hal itu karena tidak tercapai efesiensi ketika pembangunan kios yang membutuhkan banyak dana, tapi kios tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para PKL. Selain itu juga masyarakat PKL kurang puas dengan kebijakan relokasi karena letak Pasar Panggungrejo yang kurang strategis, sehingga belum ramai akan pelanggan yang berakibat turunnya pendapatan PKL. Serta beberapa masalah bangunan seperti kondisi
 (
10
)



bangunan pasar yang kurang baik. Hal itu terlihat dari kios di bagian atas sering terdapat genangan air hujan karena tidak adanya saluran pembuangan air.
Berikutnya adalah penelitian selanjutnya yang menjadi referensi peneliti dalam mendalami pengawasan. Adapun judul dan ringkasan hasil penelitiannya sebagai berikut:
2. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar KebayoranLama Kota Administrasi Jakarta Selatan

Penelitian ini dibuat oleh Paiman Raharjo (2018) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo. Adapun hasil kesimpulan penelitiannya sebagai berikut:
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peranan dan tantangan dalam efektivitas penertiban pedagang kaki lima dipasar Kebayoran Lama kotaadministrasi jakarta selatan sudah dinilai efektif dan baik. Hal ini didasarkan pada rumusankesimpulan hal-hal sebagai berikut:
1. Efektivitas penertiban pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama kota administrasi jakarta selatan efektif, hal ini dilihat dari harapan masyarakat wilayah sekitar pasar Kebayoran Lama yang menginginkan sepanjangjalan pasar Kebayoran Lama bersih, rapi dan nyaman. Terbukti dengan berjalannya proses perencanaan yang matang dan program waktu yang ditentukan untuk mengurangi kemacetan pada jam berdagang yang ditentukan. Ternyata pedagang kaki lima dinilai mengurangi kemacetan. Sehingga dianggap sesuai dengan harapan masyarakatsekitar.



2. Efisiensi Ketertiban Umum Nomor 8 Tahun 2007 dalam penertiban pedagang kaki lima di pasar Kebayoran Lama. Jika dilihat dari sarana dan prasarana serta Sumber daya aparat satpol pp dinilai kurang disetiap Kecamatan karena belummemadai dengan jumlah kapasitas pedagang kaki lima yang berada di sepanjang area pasar Kebayoran Lama.
3. Kecukupan kinerja dari aparatur pemerintah maupun satpol pp telah dikatakan baik, hal ini dilihat walau masih ada kendala dijumlah petugas yang melakukan penertibanPKL selain dari jumlah kinerja yang berkualitas memadai sangatberpengaruh besar dalamproses kinerja.
Berikutnya adalah penelitian selanjutnya yang menjadi referensi peneliti dalam mendalami pengawasan. Adapun judul dan ringkasan hasil penelitiannya sebagai berikut:
3. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima” (Studi: Relokasi Pedagang Kaki Lima Pasar Jongkok Ke Pasar Senggol Panam)

Penelitian ini dibuat oleh Hidayatur Rahmi (2012) mahasiswa Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Adapun hasil kesimpulan penelitiannya sebagai berikut:
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemindahan pedagang kaki lima dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol dapat disimpulkan sebagaiberikut:
1. Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol sebagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pakanbaru kurang efektif yaitu sebesar 34, 33%, dan ini sesuai dengan obervasi dan wawancara



yang peneliti lakukan dilapangan. Berdasarkan hasil angket yang diperoleh, pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol sebagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Pakanbaru kurang efektif, karena seharusnya seluruh PKL yang berada di Pasar Jongkok tersebut pindah atau direlokasi ke tempat yang telah disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Pasar Senggol. Namun pada kenyataannya masih ada PKL yang enggan pindah dan memutuskan untuk tetap berada di Pasar Jongkok tersebut.
2. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalammerelokasi pedagang kaki lima dari Pasar Jongkok ke Pasar Senggol Panam antara lain:
a. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang dalam hal ini Dinas Pasar selaku pihak yang bertanggungjwab sebagai pengelola pasar dalam memberikan sanksi yang tegas bagi PKL yang melanggar.
b. Masih rendahnya kesadaran dari masyarakat dan PKL untuk mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.
c. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Pasar Jongkok.
d. Adanya pihak lain seperti “aparat” yang memiliki kepentingan dengan keberadaan PKL di Pasar Jongkok, sehingga PKL merasa ada yang membekingi mereka.



Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

	
No.
	Judul Penelitian, nama
peneliti, tahun penelitian
	Persamaan dengan Penelitian penulis
	Perbedaan dengan Penelitian penulis

	1.
	“Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta”
Agata Ika Febrilianawati (2010)
	1) Menganalisis Efektivitas Kebijakan
mengenai penataan Pedagang	Kaki Lima
2) Menggunakan metode	penelitian deskriptif kualitatif
	1) Lokasi Penelitian di Kota	Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

2) Penelitian		tidak merancang strategi melainkan	hanya menganalisis faktor- faktor		yang
mempengaruhi efektivitas	kebijakan relokasi PKL.

3) Menggunakan teori Nakamura	dalam Sedah Ayu Fitriani, (2006:33)

	2.
	“Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan”
Paiman Raharjo (2018)
	1) Menganalisis Efektivitas Kebijakan mengenai penertiban Pedagang	Kaki Lima.

2) Menggunakan metode	penelitian kualitatif
	1) Lokasi Penelitian di pasar kebayoran baru Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2) Penelitian		tidak merancang strategi melainkan	hanya menganalisis faktor- faktor		yang
mempengaruhi efektivitas	kebijakan penertiban PKL

3) Menggunakan teori efektivitas Sondang P. Siagian (2008:77)

	3.
	“Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja DalamPenertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung”
Maris Gunawan Rukmana (2020)
	1)	Menganalisis Efektivitas Kebijakan mengenai penertiban Pedagang	Kaki
Lima.
	1) Lokasi Penelitian di kota	Bandung, Provinsi Jawa Barat.

2) Penelitian	tidak
membahas	upaya yang dilakukan dalam






	
	
	
2)	Menggunakan metode	penelitian Deskriptif kualitatif
	mengatasi hambatan serta	faktor
pendukung efektivitas kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima.

	
	
	
	3) Penelitian juga diukur melalui teori peran. Sehingga	pada
penelitian	ini
menggunakan dua variabel teori.

	
	
	
	4) Menggunakan teori efektivitas menurut Bronislav Malinoswki dalam Cavenett( 2013)

	4.
	“Efektivitas Kebijakan Pemerintah	Kota
Pekanbaru	Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima”
(Studi:		Relokasi Pedagang	Kaki		Lima Pasar Jongkok Ke Pasar Senggol Panam) Hidayatur			Rahmi (2012)
	1)	Menganalisis Efektivitas Kebijakan mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima.
	1) Menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif.

2) Lokasi Penelitian di Pasar Jongkok Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3) Penelitian		tidak membahas bagaimana upaya yang telah dilakukan	dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kota Pekanbaru.

	
	
	
	4)  Tidak	dijabarkan
secara	rinci
pemerintah melalui dinas atau satuan apa yang melaksanakan penertiban PKL

	
	
	
	5)  Menggunakan		teori implementasi kebijakan Van Meter Van	Horn	dalam Wibawa (2009)






	5.
	“Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Dalam Perkembangan Wabah Virus Covid-19 DiKota Probolinggo” Siti marwiyah, Devi Putri Salvira (2021)
	1) Menggunakan metode	penelitian Deskriptif kualitatif.

2) Menggunakan landasan	teori efektivitas
	1) Lokasi Penelitian di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

2) Meneliti	mengenai efektivitas	kebijakan pemberlakuan pembatasan		kegiatan masyarakat			dalam perkembangan wabah Covid-19	di		kota probolinggo.
3) Menggunanakan teori efektivitas	menurut
Mardiasmo (2017:134)




Berdasarkan tabel diatas, kelebihan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah:
1. Penelitian penulis secara empiris berbeda locus atau lokasinya di Kabupaten Cirebon.
2. Penelitian terdahulu tentang efektivitas kebijakan sudah banyak dilakukan namun sebanyak referensi yang dapat penulis kumpulkan belum ada yang memberikan solusi konkret dan terinci mengenai upaya yang dilakukan dalam mengatasi pedagang kaki lima yang membandel kembali ke tempat awal.
Atas dasar yang disebutkan diatas, penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian penulis ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.



2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Definisi Efektivitas

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif berarti adanya efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (misalnya; obat) dapat membawa hasil; berhasil guna (Misalnya: usaha, tindakan); mulai berlaku (Misalnya: undang-undang, peraturan). Sedangkan menurut definisi dari kata efektif merupakan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan- tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.
Efektivitas bisa juga di artikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan beberapa ahli mendefinisikan sebagai berikut:
Beni (2016: 69) memberikan definisi sebagai berikut:

Efektivitas   adalah   hubungan    antara    output    dan    tujuan    atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan Abdurahmat (2003:92) menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah pemanfaatan Sumber daya, prasarana, dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.”



Hidayat (2006:21) yang menjelaskan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuanitas, kualitas, dan waktu) telah terapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya.
Efektivitas dapat juga dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu perencanaan yang akan dicapai pada suatu organisasi atau hal-hal tertentu dari sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Sumaryadi (2005: 105) efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang ditetapkan.
Sedangkan Kumorotomo (2005: 362) mengatakan bahwa efektivitas suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tetentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan, berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan.
Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang misi organisas. Akan tetapi pencapaian tujuan ini juga harus mengacu pada visi organisasi (Ratminto, 2005: 179).
Dalam bahasa Indonesia istilah efektif diterjemahkan menjadi berhasil guna. Jadi sesuatu dikatakan efektif jika telah memberikan hasil guna yang sesuai dengan harapan.
Menurut Chung dan Maginson (dalam E. Muyasa, 2004: 82) efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju bagaimana organisasi berjalan mendapat manfaat dari Sumberdaya dalam mewujudkan tujuan operasional.
Menurut Robbins (2010 : 129) mendefenisikan efektivitas sebagai tingkat



pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. tertentu yang dimilikinya.
Etzioni dalam buku karya Syamsir Torang (2012: 102) menggambarkan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Sementara itu, Audit Commision dalam Mahsun (2006:180) menyatakan bahwa efektivitas adalah menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yangberwewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.
Carl Friedrich dalam Wahab (2004:3) menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang- peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Dunn (2000:429) menerangkan bahwa:

“Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas,yang secara dekat berhubungan denganrasionalitas telaris, selalu diukur dari unit produksi atau layanan atau nilai moneternya.”

Selanjutnya, Dunn (2000:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Menurut Makmur (2011: 7) dari segi kriteria efektivitas, unsur- unsurnya antara lain:
1) Ketepatan penentuan waktu

Waktu adalah sesuatu yangdapatmenentukan keberhasilan suatukegiatan



yang dilakukan dalam sebuah organisasi,

2) Ketepatan perhitungan biaya

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu di selesaikan. Ketepatan dalam menetapkan suatu satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas,
3) Ketepatan dalam pengukuran

Setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran yang digunakan keberhasilan tertentu. Ketapatan ukuran yang digunakan dalam melaksankan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita merupakan bagian darikeefektivitasan,
4) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya bererti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivitasan serta kemungkinan menciptakan penyesalan dikemudian hari
5) Ketepatan berpikir

Pemikiran Descartes yangmengungkapkan cogiti ergo sum (akuada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia satu dengan manusia yang lainnyan sangat tergantung kepada berpikirnya, ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivitasan sehingga kesuksesanyang senantiasa diharapkan dalammelakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.








6) Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pimpinan, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan,
7) Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Organisasi apa pun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih stratejik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang,
8) Ketepatan sasaran

Tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek. Dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan organisasi.
Menurut Husein dan Lubis dalam Raditya Arindya (2019: 67) kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu:
a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari



input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh Sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,
b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi;
c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai denganrencana.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) berpendapat bahwa efektivitas itu tercapai ketika mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi itu. Tak cukup hanya melihat dari pencapaian tujuannya saja, efektivitas kebijakan tersebut juga dilihat dari indikator hasil yang dapat diambil dari pendapat Nakamura (dalam Sedah Ayu Fitriani, 2006:33) sebagai berikut:
1. Pencapaian tujuan atau hasil merupakan suatu yang mutlak bagi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan juga telah diimplementasikan, namun tanpa hasil seperti yang diharapkan, maka dapat dikatakan bahwa program tersebut tidakberhasil atau gagal.
2. Efesiensi merupakan pemberian penilaian apakah kualitas suatu kinerja yang terdapat dalam implementasi sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Efesiensi dalam pelaksanaan program bukan hanya berkaitan dengan biaya



yangdikeluarkan tetapi juga berkaitan dengan kualitas program,



3. Keputusan kelompok sasaran, kriteria ini sangat menentukan bagi keikutsertaan dan respon warga masyarakat dalam mengimplementasikan dan mengelola hasil program tersebut.
Sedangkan R. Ferry Anggoro Suryokusumo (2008:14) menjelaskan efektivitas secara sederhana yaitu dapat diartikan ”tepat sasaran”, yang juga lebih diarahkan pada aspek kebijakan, artinya program-program pembangunan yang akan dan sedang dijalankan ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat yang benar-benar memang diperlukan untuk mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan yang akan dicapai.
Adapun Henry, Brian dan White (dalam Samodra W., 1994:65) mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan yaitu:
a) Waktu pencapaian

b) Tingkat pengaruh yang diinginkan.

c) Perubahan perilaku masyarakat.

d) Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek.

e) Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya.

2.2.2 Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah ketidakmampuan sektor formal menampung angkatan kerja. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha



dibidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu didalam masyarakat. Aktivitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang sangat strategis dalam suasana lingkunagan yang informal. (Akhirudin dalam Nogi: 2000: 202).
2.2.3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Maksud Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai Pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Adapun Tujuan Penyusunan Juknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Sasaran Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas operasional dilapangan sehingga dapat berhasilguna dan berdayaguna. Dalam rangka melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;



c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;


d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan
f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga

masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang menggangu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Melakukan tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan



d. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.


Dalam rangka melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak azasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukanya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
Jenis Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
a. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Penegakkan Peraturan Daerah;
b. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;



c. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
d. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
e. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
f. Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Operasional Patroli.
Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah berupa produk hukum daerah yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.
Hal tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu didalam pembinaan harus memenuhi :
1. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau badan usaha.
2. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan seperti bulanan, triwulan, semester dan tahunan. perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.



3. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah. selain itu penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran.
4. Penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal, disesuaikan dengan kondisi dilapangan.
Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
1. Formal

a. Sasaran perorangan

· Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya.
· Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum.
b. Sasaran kelompok

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan instansi/OPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran



serta naraSumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.





2. Informal

Seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya kepada masyarakat.
Metode	yang	dilakukan	dalam	pembinaan	ketertiban	umum	dan ketenteraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dengan demikian harapan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tenteram di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum
yaitu :

a. Media masa dan media elektronik seperti radio dan televisi.



b. Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan Kecamatan.
c. Tatap muka.

d. pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti tim ramadhan, tim ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi pemerintahan daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
Adapun Teknis persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diantaranya yaitu:
1. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
3. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
4. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari x 24 (dua puluh empat) jam agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.



5. memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari x 24 (dua puluh empat) jam agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
6. memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari x 24 (dua puluh empat) jam agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
7. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
Teknis Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.

2. Melakukan pemetaan/mapping terhadap objek atau lokasi sasaran serta memikirkan emergency exit window.
3. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi.
4. Apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.
5. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan brieffing kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi, termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.
6. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa.



7. setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya. sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang, untuk itu penetiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan non yustisial. Upaya bimbingan dan upaya penertiban maka :
1. Seorang anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya, dengan cara:
a. Mendengarkan keluhan masyarakat dengan seksama.

b. Tidak memotong pembicaraan orang.

c. Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.

d. Jangan langsung manyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan masyarakat.
e. Jadilah pembicara yang baik.

2. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah :
a. Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.



b. Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.
c. Berani menegur terhadap masyarakat atau aparat pemerintah lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran ketentuan peraturan daerah, Peraturan Bupati atau produk hukum daerah lainnya.
d. Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum daerah lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yang diangkat, atau dapat diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dari dasar teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Menurut Husein dan Lubis dalam Raditya Arindya (2019: 67) kriteria



untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu:

a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh Sumber daya,baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi,
b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi;
c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai denganrencana.
Berdasarkan hasil wawancara singkat peneliti dengan kepala bidang tibumtranmas satuan polisi pamong praja Kabupaten Cirebon mengenai efektivitas kebijakan publik satuan polisi pamong praja pada pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon, bahwa kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Sumber sudah pernah dilakukan, dan tahapan-tahapan mulai dari pemerataan informasi, pembinaan pedagang serta peringatan terkait dengan penertiban pedagang akan di berlakukan sudah ditempuh, namun pedagang tidak mengindahkan himbauan-himbauan yang ada, sehingga aparat satuan polisi pamong praja masih tetap berusaha untuk melakukan penertiban dengan ajakan-ajakan untuk menaati peraturan yang berlaku, serta mengingatkan peruntukkan lokasi yang digunakan oleh pedagang untuk melakukan aktifitasnya tersebut. oleh karena itu peneliti membentuk kerangka
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pemikiran pada penelitian ini dikorelasikan dengan teori efektivitas dari Husein dan Lubis dalam Raditya Arindya (2019: 67) digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
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Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
